
 

 

UNDANG-UNDANG  REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2011          

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 

TENTANG  MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka 

mempunyai peranan penting guna menegakkan 

konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan 

kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  b.  bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat 

dan kehidupan ketatanegaraan;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk   

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi;  

Mengingat  : 1.  Pasal 7A, Pasal 7B,  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E      

ayat (2), Pasal 24,  Pasal 24C,  dan  Pasal  25 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4316); 

 

3. Undang-Undang . . . 

 



 

 

 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH 

KONSTITUSI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24    

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) 

angka, yakni angka 4, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2. Dewan . . . 

 

 



 
 
 

2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat 

DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Permohonan adalah permintaan yang diajukan 

secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi 

mengenai: 

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;                

b. sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. pembubaran partai  politik;  

d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau 

e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak  

lagi    memenuhi    syarat   sebagai   Presiden   

dan/atau  Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah 

perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi 

untuk memantau, memeriksa dan 

merekomendasikan tindakan terhadap Hakim 

Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. 

 

2. Ketentuan . . . 

 



 
 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan 

ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara 

ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 8 (delapan) ayat, yakni 

ayat (4a) sampai dengan ayat (4h), sehingga Pasal 4 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) 

orang anggota hakim konstitusi  yang ditetapkan  

dengan Keputusan Presiden. 

(2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang 

ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua 

merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota 

hakim konstitusi. 

(3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi  

dipilih dari dan oleh anggota hakim  konstitusi 

untuk masa jabatan selama  2 (dua) tahun 6 (enam) 

bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua 

dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 

(3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang 

terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk        

1 (satu) kali masa jabatan. 

(4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 

Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim 

konstitusi yang paling tua usianya. 

(4a) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada       

ayat (4) dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang 

anggota hakim konstitusi. 

(4b) Dalam hal kuorum rapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4a) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling 

lama 2 (dua) jam. 

(4c) Apabila . . . 

 
 



(4c)  Apabila penundaan rapat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4b) telah dilakukan dan kuorum rapat 

belum terpenuhi, rapat dapat mengambil keputusan 

tanpa kuorum. 

(4d) Pengambilan keputusan dalam rapat pemilihan 

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dilakukan 

secara musyawarah mufakat untuk mencapai 

aklamasi. 

(4e) Apabila keputusan tidak dapat dicapai secara 

aklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4d), 

keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak 

melalui pemungutan suara yang dilakukan secara 

bebas dan rahasia. 

(4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat 

pemilihan. 

(4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam 

pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) 

ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. 

(4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua 

dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah 

Konstitusi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

Ketua dan Wakil Ketua diatur dalam Peraturan 

Mahkamah  Konstitusi. 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

(1) Kedudukan keprotokolan dan hak keuangan Ketua, 

Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi 

berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan 

bagi pejabat negara. 

(2) Negara . . . 

 

 


